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ABSTRAK

Nur Intan (B121 16 033), dengan judul “Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang” Di bawah bimbingan Marthen Arie selaku Dosen Pembimbing |
dan Ariani Arifin selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat
Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Polisi Resort Enrekang.

Penelitian ini dilakukan di Polres Enrekang Jenis dan sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung di
lapangan dari responden dengan mengadakan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait.

Hasil penelitian ini  menunjukkan (1) Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan
proses pelayanan yang belum memberikan kejelasan mengenai
permasalahan yang di adukan dan masih adanya diskriminasi yang di
lakukan oleh petugas kepolisian tersebut. Di mana telah dijelaskan pada
indikator pelayanan bahwa a) merespon setiap pelanggan/ pemohon yang
ingin mendapatkan pelayanan, bahwa petugas/ aparat yang melakukan
pelayanan telah melaksanakan dengan baik. b) petugas/ aparatur
melakukan pelayanan dengan cepat juga telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya. c) petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cermat,
bahwa petugas telah melakukan pelayanan dengan cermat dan sesuai
dengan keinginan masyarakat. d) petugas/ aparatur telah melakukan
pelayanan dengan tepat, bahwa dsini masih belum sesuai dengan
keinginan masyarakat, karena adanya system diskriminasi yang dilakukan
oleh petugas/apparat kepolisian (2) Faktor yang menghambat pelaksanaan
Prinsip Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang bersumber dari pegawai selaku pemberi jasa pelayanan meliputi
sistem dan prosedur kerja belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian
pegawai, belum ada pengawasan ketat terhadap kinerja pegawai, serta
kurangnya kesadaran dari pegawai itu sendiri. Selain dari pegawai,
masyarakat juga memegang peran penting untuk terciptanya pelayanan
yang baik dan tepat waktu.Kurangnya pemahaman dari masyarakat
mengenai prosedur dan persyaratan dari jenis pelayanan pengaduan yang
mereka urus akan membuat terkendalanya Prinsip Keterbukaan dalam
pengurusan permasalahan yang dilaporkan pada Kantor Polisi Resort
Enrekang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masa pembaruan menghadirkan tuntutan lain bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara di mana kekuasaan individu ditempatkan
pada posisi yang paling tinggi. Tanggung jawab politik ini ditunjukkan dalam
persetujuan undang-undang yang berbeda untuk memastikan hak istimewa
politik individu, khususnya: hak untuk berbicara secara bebas tentang
wacana, afiliasi dan menyatakan sudut pandang secara terbuka tanpa rasa
takut. Kehadiran undang-undang yang berbeda ini bisa dianggap sebagai
prestasi bagi hadirnya masa kekuasaan mayoritas di Indonesia. Hasil dari
ini adalah bahwa semua dualitas dipegang oleh individu sehingga suara
individu harus didengar dan difokuskan oleh otoritas publik yang disetujui
oleh individu melalui keputusan langsung untuk presiden, wakil pemimpin
dan pejabat.

Peruntukan permintaan dan penerimaan berdasarkan suara
tentunya tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik tetapi juga dalam
berbagai persoalan sehari-hari, misalnya dalam bidang administrasi publik.
Hal ini dengan alasan bahwa presentasi otoritas publik diperkirakan oleh
kapasitasnya untuk memberikan administrasi publik yang produktif, menarik
dan bertanggung jawab untuk seluruh wilayah lokal, terutama orang miskin
dan putus asa. Salah satu bentuk praktik aturan mayoritas dalam
pemerintahan siang bolong adalah memberikan kebebasan kepada
masyarakat umum untuk menyampaikan keluhan atau protes ketika

1



pemerintahan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan asumsi atau
tidak sesuai dengan yang dijamin oleh organisasi spesialis’.

Badan publik memiliki komitmen untuk menawarkan jenis bantuan
kepada daerah baik di tingkat pemerintah pusat dan lingkungan.
Penyelenggaraan pemerintahan terbuka yang baik adalah pelaksanaan
Pembukaan UUD 1945 tentang kebutuhan pokok setiap penduduk, baik
barang dagangan, pemerintahan, dan pemerintahan tertentu?.

Beberapa pemeriksaan sebelumnya mengungkapkan bahwa
keadaan keluhan para eksekutif belum berjalan ideal dan dianggap tidak
mampu. Banyak orang tidak menyadari bahwa di luar pemerintahan yang
terbuka ada hak istimewa daerah untuk menyampaikan keluhan atau
sumbangan atas pemerintahan yang didapat jika pelaksana dan
koordinator menyimpang dari pedoman administrasi. Demikian juga,
masyarakat umum juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan reaksi
atas keluhan mereka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Administrasi Negara Pasal 18 ayat (c)
bahwa masyarakat umum memiliki pilihan untuk mendapatkan reaksi atas
keluhan yang disampaikan. Kondisi ini memerlukan pertimbangan yang
sungguh-sungguh dengan tujuan akhir untuk meningkatkan administrasi

protes bantuan publik®.

Thttps://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_
Dalam_PelayanAn_Publik.pdf.

2 Surjadi, Mifkah A. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Reflika Aditama.
Bandung.Bagian Abstrak.
Shttps://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_
Dalam_Pelayanan_Publik.pdf



Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu
organisasi otoritas publik padas bidang keselamatan, penegakan hukum,
dan administrasi publik bagi organisasi kepolisian dari tingkat kunci sampai
ke teritorial. Bantuan masyarakat dalam bidang organisasi kepolisian
adalah salah satu administrasi publik yang ditujukan kepada Polri untuk
melayani wilayah setempat. Kekuatan atau kewajiban kepolisian diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, melalui penerimaan dan penanganan terlebih dahulu
terhadap laporan/keluhan, administrasi bantuan/bantuan polisi, pendataan
umum yang sesuai dengan kepentingan daerah setempat. dan memberikan
organisasi kepolisian kepada masyarakat umum sesuai dengan pengaturan
undang-undang dan pedoman.*

Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penanganan Keberatan Masyarakat di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa administrasi
pengaduan di lingkungan Polri disebut Dumas.

Dumas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan
kawasan yang dilakukan bersama-sama oleh perangkat daerah, organisasi
pemerintah atau perkumpulan yang berbeda kepada Kepolisian sebagai
bentuk  komitmen pertimbangan, gagasan, pemikiran atau

gerutuan/keluhan. Merawat Dumas adalah siklus latihan yang

4 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



menggabungkan organisasi penyampaian, penegasan, penjelasan,
penelitian, penyelidikan, pengumuman, dan tindak lanjut®,

Pemeriksaan Dumas adalah proses identifikasi masalah, analisis
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan
profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran
atas pengaduan masyarakat.

Di Polres Enrekang, ada persoalan kejelasan administrasi keberatan
publik, termasuk setelah daerah mengajukan pertanyaan, apakah itu
demonstrasi kriminal atau keluhan untuk demonstrasi yang mengerikan,
biasanya polisi melayani protes. cepat namun pada tahap siklus
pemeriksaan, dokter belum siap. Hal ini menimbulkan banyak sekali
keluhan atau kekecewaan masyarakat atas keberatan-keberatan unjuk
rasa kriminal yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut di
atas diarahkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa standar penerimaan adalah
memberikan kebebasan kepada masyarakat luas untuk menjalankan
haknya untuk mendapatkan hak, adil dan tidak adil. data yang tidak adil
pada perlakuan Dumas tergantung pada sistem dan kegiatan. Lanjutnya,
sangat mungkin diduga bahwa Polres Enrekang belum menjalankan
dengan baik Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan POLRI.

5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesa nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Mayarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia



Berikut jenis kasus yang terjadi di Kabupaten Enrekang yaitu kasus
pencurian  kendaraan  bermotor, pengerusakan, penganiayaan,
pencemaran nama baik, penyerobotan dan perampasan. Kasus ini sering
terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Dari beberapa kasus tersebut
dapat digolongkan dalam kejahatan professional.

Pada saat peneliti melakukan prapenelitian di Polres Enrekang,
peneliti pada saat itu melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat
yang melakukan pengaduan terkait dengan pelayanan pengaduan dan
kejelasan mengenai aduan yang telah di laporkan ke Kantor Polisi Resort
Enrekang tersebut. Menurut masyarakat yang telah melakukan pengaduan
yaitu Bapak Darianto mengatakan bahwa:

“Terkait pelayanan yang diberikan dalam alur dan prosedur
pelayanan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hanya
saja dalam hal apakah sudah sesuai dengan keinginan saya sebagai
pengguna layanan, masih belum sesuai dengan keinginan saya
karena masih adanya petugas/aparat yang tidak memberikan
kejelasan mengenai perkembangan kasus yang saya
laporkan/adukan”.

Selain itu Bapak Nuri juga berpendapat sama bahwa

“‘Masih kurang sesuai keinginan saya, karena masih adanya

pemisahan, orang yang tidak memiliki rekan polisi biasanya

terlambat untuk menangani kasus, jika memiliki rekan orang dalam
biasanya mereka siap dengan cepat.

Dengan demikian permasalahan tersebut merujuk ke prinsip
Keterbukaan pada Tata cara penanganan Dumas dilingkungan Polri,

dimana Prinsip Keterbukaan yaitu memberi kesempatan kepada

masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memperoleh informasi



yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan Dumas
berdasarkan tata cara dan tindak lanjutnya®.

Inilah motivasi di balik mengapa saya mengambil Judul:
“Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat

pada Polisi Resort Enrekang”

B. Rumusan masalah
Dari gambaran di atas yang telah dikemukakan, maka rencana
masalah yang akan dibahas dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap
pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang?
b. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap Polisi Resort

Enrekang ?

C. Tujuan penelitian
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi
tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhada
pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang.
b. Untuk mengetahui Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan
Prinsip Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap

Polisi Resort Enrekang.

6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesa nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Mayarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
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D. Kegunaan penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain
sebagai berikut:
1. Teoritis

a. Bagi pemerintah daerah pada umumnya dan bagi Satuan Polisi
Resort Enrekang pada khususnya,sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dan peningkatan efektivitas pelayanan dalam
pengaduan masyarakat.

b. Sebagai sumbangsi dan bahan referensi dalam pengembangan
iimu dan pengetahuan bagi peneliti lainnya, khususnya dalam
bidang studi hukum administrasi negara.

c. Guna menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis, utamanya
mengenai pelayanan pengaduan.

2. Praktis
Sebagai salah satu syarat guna penyelesaian studi pada Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan perebutan gelar teori dalam Organisasi Negara
Tenaga Kerja Teori Sosial Politik Perguruan Tinggi Hasanuddin,
sebelumnya ada ujian yang dipimpin oleh Andi Maryam pada tahun 2013
yang mengangkat judul “Responsivitas Administrasi Negara (Analisis
Kontekstual: Kapolres Enrekang Terhadap Keluhan Masyarakat). Adapun
yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu

meliputi:



a. Bagaimana responsivitas pelayanan polres enrekang terhadap

pengaduan masyarakat?”

Kemudian, pencipta aliran mengangkat sebuah penelitian bernama
"Pelaksanaan Aturan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Kepolisian
Resor Enrekang Aturan, namun dengan mengambil bagian dari
penyelidikan dan perspektif alternatif dari ilmuwan masa lalu. Tentang
perincian masalah dan percakapan yang dimunculkan pencipta meliputi:

a. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap

pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang?

b. Faktor faktor apa yang menghambat pelaksanaan Prinsip

Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap Polisi
Resort Enrekang ?
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan

peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepolisian
1. pengertian Kepolisian

Polisi negara memandang dua gagasan polisi di dalamnya, yaitu
polisi sebagai penjaga permintaan dan keamanan, dan polisi sebagai
koordinator ekonomi atau setiap kebutuhan hidup warganya.’

Arti penting dari politie seperti yang ditunjukkan oleh Van
Vollenhoven adalah "sebuah organ pemerintahan yang bertanggung jawab
untuk mengarahkan, jika mendasar, menggunakan intimidasi sehingga
individu yang diminta melakukan banyak hal tidak memenuhi permintaan”.
Apalagi polisi adalah suatu pemerintahan tanpa hambatan dan penghalang
yang membedakannya dengan daerah setempat.®

Polisi dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia menyiratkan
sesuatu diidentikkan dengan kepolisi. Arti dari kepolisian sebenarnya
adalah organisasi administrasi yang dipercayakan untuk menjaga
keamanan dan permintaan publik (menangkap orang-orang yang
melanggar hukum, dll), dan dicirikan sebagai individu dari kantor
administrasi (pegawai negara yang ditugaskan menjaga keamanan, dll) .
Selain itu, Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi ada dua implikasi.

Pertama, polisi dari perspektif yang tepat yang menggabungkan asosiasi

7 Azhari, Op. Cit. , him. 44,
8 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011, him. 64.



dan posisi organisasi polisi. Kedua, polisi dari perspektif material
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kewajiban dan wewenang
meskipun ada kejengkelan secara bersama-sama dan keamanan

bergantung pada pedoman hukum.®

B. Konsep Pelayanan Pengaduan
1. Pengertian Pengaduan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Demonstrasi. Protes
adalah pemberitahuan yang disertai dengan ajakan oleh individu yang
diinvestasikan kepada otoritas yang disetujui untuk melakukan tindakan
sesuai hukum yang bersangkutan terhadap individu yang telah melakukan
demonstrasi kriminal yang merugikan dirinya.

Pengaduan adalah jaminan bahwa telah terjadi demonstrasi kriminal
yang dikenang untuk delik keberatan, di mana aktivitas pelapor yang
mengomel tentang delik protes harus segera dilingkari kembali ke aktivitas
yang sah sebagai kelanjutan dari aktivitas analitis yang bergantung pada
pedoman hukum. Ini menyiratkan bahwa selama waktu yang dihabiskan
untuk mendapatkan keberatan dari masyarakat umum, otoritas yang
disetujui untuk situasi ini, khususnya Polisi Umum, harus memiliki pilihan
untuk memutuskan apakah episode yang diumumkan oleh pelapor

merupakan tindak pidana terhadap gerutuan atau bukan.

® Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis
Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, him. 22.
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Sesuai Pedoman Pendeta Majelis Mekanik Negara Penguatan dan
Perubahan Peraturan Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Aturan Keberatan
Bantuan Masyarakat Kerangka Dewan, menyatakan bahwa keluhan adalah
akomodasi protes yang diajukan oleh pengadu untuk bantuan publik
menggerutu pengawas untuk penyelenggaraan administrasi yang tidak
sesuai Norma Tata Usaha, atau pengabaian terhadap komitmen dan
tambahan pelanggaran penyangkalan oleh Penyelenggara.

Pada dasarnya protes adalah sebuah info positif yang bermanfaat.
Dengan meningkatnya permintaan dari daerah setempat untuk administrasi
besar, menawarkan kebutuhan untuk mendukung latihan adalah kebutuhan
mutlak. Salah satu area yang sangat dibutuhkan adalah gerutuan publik di
area publik.

Akibatnya, otoritas publik memberikan perhatian utama di bidang
administrasi terhadap keberatan dari orang-orang pada umumnya.
Administrasi yang baik, cakap dan cakap akan memberikan kepuasan rasa
keadilan lokal dan menjamin langsung dan fokus pada administrasi

rekening negara.

C. Prinsip Keterbukaan
1. Pengertian Prinsip Keterbukaan
Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Keterusterangan, khususnya

memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk menjalankan
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hak-haknya untuk mendapatkan hak, sah dan tidak -data menindas di

Dumas mengurus tergantung pada strategi dan tindak lanjut.

Pemaparan data sebagai petunjuk penyelenggaraan diidentikkan

dengan ketanggapan majelis mekanik terhadap kebutuhan daerah yang

membutuhkan administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang

tersebut.

2. Indikator Prinsip Keterbukaan

Prinsip Keterbukaan dijabarkan menjadi beberapa indikator! ,

meliputi :

a.

Mersespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin
mendapatkan pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan
komunikasi yang baik dari para penyedia layanan.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan
ketulusan penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan
memenuhi permintaan pelanggan.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu
tidak terjadi kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang
diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak
ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didaptnya.
Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, berarti
penyedia layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1 Hardiyansyah. 2011. Kualitag Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya. Yogyakarta.hal.46
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Transparansi administrasi publik sangat penting karena merupakan
bukti kemampuan asosiasi publik untuk memberikan apa yang diminta oleh
setiap individu di suatu negara. Untuk situasi ini, penerimaan adalah
metode produktif untuk mengawasi usaha baik di tingkat pusat maupun
lokal atau lingkungan dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah, oleh
karena itu pemerintah pusat dan daerah seharusnya dapat menerima
kebutuhan.

Dalam pasal 1 fokus 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
gerutuan adalah peringatan yang disertai dengan ajakan oleh orang yang
diinvestasikan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan
yang sah terhadap orang yang telah melakukan demonstrasi kriminal.
keluhan terhadapnya. (Pasal 1 angka 25 KUHP).

Luasnya materi dalam pengaduan adalah kepastian telah terjadi
suatu kesalahan yang dikenang sebagai delik gerutuan, dimana kegiatan
pelapor yang mengadukan delik protes harus segera dilingkari kembali
menjadi kegiatan yang sah sebagai perkembangan kegiatan daerah jika
kebutuhan daerah diketahui oleh produsen strategi dengan memanfaatkan
informasi yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang ada
dalam premi masyarakat.’ L

Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam pelayanan publik
karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

1 Widodo, Joko. 2007. Analisis'Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media hal.272.
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pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.’ 2

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
1. Asas Kepastian Hukum
Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negar.
3. Asas Kepentingan Umum
Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspirasif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas
Yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggara negara.

" Ibid. 2
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6. Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku® . 3

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan
Prinsip Keterbukaan yang di ataur pada Peraturan Kepolisian Republik
Indonesia nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa
Prinsip Keterbukaan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat
dalam melaksanakan haknya untuk mempuntuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap panganan Dumas
berdasarkan tata cara dan tindak lanjutnya, dimana terdapat kesamasaan
dengan asas keterbukan yang mana di maksud Yaitu asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara. Dengan melihiat kedua pengertian tersebut Prinsip Keterbukaan

dan Asas Keterbukaan memiliki penjelasan yang sama yang dimana sangat

1 Ridwan HR, Hukum Adminisfrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers 2011, him. 241-242.
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berpengaruh terhadap keterbukaan informasi pada pelayanan umum
khususnya Di Kantor Polisi Resort Enrekang.

Hasil penelitian ini sangat berkaitan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dimana dengan melihat pengertian asas-asas
umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas keterbukaan dimna
asas ini menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik yang dimana
masyarakat dapat memahami bagaimana sebenarnya pelayanan yang
berlaku terkhusus Pada Kantor Polisi Resort Enrekang mengenai hal

kejelasan pengaduan.
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